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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 363/Pdt.P/2020/PA.Sgta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat  pertama dalam persidangan Majelis  telah menjatuhkan

Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Eko Arjhito bin Jamhar, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di

Jalan Glatik RT.005 RW. 001, Desa Wahau Baru, Kecamatan

Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon I;

Amariah binti Arbain, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama,  tempat

kediaman di Jalan Glatik RT.005 RW. 001, Desa Wahau Baru,

Kecamatan  Muara  Wahau  Kabupaten  Kutai  Timur,  sebagai

Pemohon II;

 Pengadilan Agama tersebut;

 Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

 Telah mendengar keterangan para Pemohon  dan saksi-saksi di

muka persidangan;

 DUDUK PERKARA

Bahwa  para  Pemohon  dengan  surat  permohonannya  tertanggal  12

November  2020  telah  mengajukan  Permohonan  Itsbat  Nikah  yang  telah

terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Sangatta  Nomor

363/Pdt.P/2020/PA.Sgta tanggal  12 November 2020, dengan alasan sebagai

berikut:
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1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di

bawah tangan (sirri) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal

06 Juni 2004 di Desa Wahau Baru, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  di  wilayah  tempat  Pemohon  I  dan

Pemohon II menikah;

2. Bahwa,  wali  nikah  Pemohon II  adalah  saudara  kandung  Pemohon II

bernama Saprani;

3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-

masing bernama Saiful Bahri dan Jamhar, dengan mas kawin berupa uang

sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa,  pada  sebelum  akad  nikah,  Pemohon  I  berstatus  duda  dan

Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab,

hubungan  kerabat  semenda  dan  hubungan  sesusuan  serta  memenuhi

syarat  dan  tidak  ada  larangan  untuk  melangsungkan  perkawinan,  baik

menurut  ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup

rukun  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  dikaruniai2orang  anak

bernama : ;

 Anhisa Nurul Aini binti Eko Arjhito umur 15 tahun;

 Alisha Dwi Rahayu binti Eko Arjhito umur 10 tahun;

7. Bahwa,  selama  perkawinan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

menggugat perkawinan Pemohon I  dan Pemohon II  dan selama itu pula

Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan

tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan

Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak serta KIA Pemohon I dan

Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan

Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.  Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan  Pemohon  I  telah  melaksanakan  akad  nikah  dengan

Pemohon II pada tanggal 06 Juni 2004 di Desa Wahau Baru;

3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I  (Eko Arjhito  bin  Jamhar)

dengan Pemohon II (Amariah binti Arbain) menurut hukum;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I  dan Pemohon II

sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa selanjutnya permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon

telah  diumumkan  oleh  Pengadilan  Agama  Sangatta  pada  tanggal   Nomor

363/Pdt.P/2020/PA.Sgta  untuk  masa  pengumuman  selama  14  hari  sebelum

perkara  a  quo diperiksa  di  persidangan,  serta  selama  masa  pengumuman

tersebut  ternyata tidak ada pihak lain  yang mengajukan keberatan terhadap

permohonan  pengesahan  perkawinan  para  Pemohon ke  Pengadilan  Agama

Sangatta;

Bahwa, untuk kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara a quo, majelis

Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk datang menghadap di

muka  persidangan  pada  waktu  yang  telah  ditetapkan  melalui  surat/relaas

panggilan Nomor 363/Pdt.P/2020/PA.Sgta. tanggal  serta terhadap panggilan

tersebut,  Pemohon I  dan Pemohon II  in  person telah datang menghadap di

muka persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan; 

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  para  Pemohon  telah

datang  menghadap  di  persidangan,  dan  selanjutnya  dibacakanlah  surat

permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh

para Pemohon

     Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah

datang  menghadap  di  persidangan,  dan  selanjutnya  dibacakanlah  surat

permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh

para Pemohon
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Bahwa,  dimuka  persidangan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  memberikan

pengakuan bahwa pada saat menikah Pemohon I masih memiliki isteri belum

dicerai secara resmi.

Bahwa , Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti apapun. 

Bahwa,  selanjutnya  para  Pemohon  menyampaikan  kesimpulan  yang

pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka dan mohon penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih detail di persidangan telah

dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  para  Pemohon

pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara itsbat nikah

yang termasuk dalam kategori  perkawinan,  maka sesuai  pasal  49  huruf  (a)

Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama yang  telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan

absolut Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  permohonan  Pemohon  I  dan

Pemohon II ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah

yuridiksi Pengadilan Agama Sangatta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142

Ayat  (1)  R.Bg  maka  perkara  ini  merupakan  kewenangan  relatif  Pengadilan

Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerinta Jurusita Pengadilan

Agama  Sangatta  untuk  mengumumkan  di  papan  pengumuman  pengadilan

perihal  permohonan  pengesahan  nikah  yang  diajukan  oleh  para  Pemohon

selama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat dan memberikan

kesempatan  bagi  pihak  yang  merasa  mempunyai  kepentingan  terkait

permohonan para Pemohon untuk melakukan upaya hukum. Namun hingga

batas waktu yang ditentukan pada pengumuman dan hingga perkara a quo

diperiksa  tidak  ada  pihak-pihak  lain  yang  melakukan  upaya  hukum  terkait

permohonan tersebut, oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak
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lain yang keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan yang diajukan

oleh para Pemohon;

Menimbang,  bahwa Pemohon I  dan Pemohon II  mendalilkan sebagai

suami  isteri  yang  telah  menikah  menurut  agama  Islam  namun  tidak  dapat

membuktikan  perkawinannya  dengan  akta  nikah,  maka  Pemohon  I  dan

Pemohon II  mempunyai hak (legal standing)  untuk mengajukan permohonan

itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang,  bahwa  setelah  membaca  dalil  permohonan  yang

dikemukakan oleh Pemohon I  dan Pemohon II  maka Majelis  Hakim menilai

bahwa  permohonan  a  quo bukanlah  perkawinan  yang  terjadi  sebelum

berlakunya  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan

sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  dan

bukan  pula  diajukan  dalam  rangka  untuk  kepentingan  perceraian,  maka

sebagai  dasar hukum dapatnya permohonan Itsbat  Nikah ini  diterima,  maka

permohonan ini  harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas

serta konkrit;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  permohonan  tersebut  di  atas,

ternyata alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini  untuk

mendapatkan  kutipan  akta  nikah  sebagai  bukti  perkawinan  Pemohon  I  dan

Pemohon II dan selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang,  bahwa dengan demikian,  maka  harus  dinyatakan bahwa

permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan yang mempunyai

alasan dan kepentingan yang jelas, sehingga dalil permohonan Pemohon I dan

Pemohon II ini dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Pemohon memberikan

pengakuan  bahwa  pada  saat  pernikahan  Pemohon  I  masih  terikat  dengan

perkawinan yang sah dan belum bercerai sehingga hakim menilai berdasarkan

pasal  311  RBg/  pasal  1925  KUHPer,  pengakuan  tersebut  secara  formal

maupun materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dan pengakuan Pemohon I dan

Pemohon II terungkap fakta bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I
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dengan Pemohon II adalah ternyata  Pemohon I  masih terikat tali perkawinan

yang sah menurut hukum dengan orang lain dan belum bercerai secara resmi; 

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak dapat membuktikan perceraiannya

dengan pasangan sebelumnya, maka sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  majelis  hakim  berpendapat  bahwa

pernikahan Para Pemohon  tidak sah 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Hakim  berpendapat  tidak  sah

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II  sebagaimana pertimbangan tersebut

diatas, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon I dan Pemohon

II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon

II  ditolak,  maka Pemohon I  dan Pemohon II  diperintahkan untuk “menikah

ulang  di  KUA setempat,  sekaligus  mencatatkan  pernikahannya  kepada

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta

Utara, Kabupaten Kutai Timur dengan melampirkan Akta Cerai Pemohon I

sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tidak terikat perkawinaan

lagi dengan orang lain; 

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  maka

sesuai  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat  semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan pemohon II;

2. Menyatakan Tidak sah Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang

dilakukan pada tanggal 06 Juni 2004 di Desa Wahau Baru
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3. Membebankan  kepada  Pemohon  I  dan  Pemohon II  untuk  membayar

biaya perkara ini sejumlah Rp. Rp.   1.516.000,00(satu juta lima ratus enam

belas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin tanggal 30 November 2020

Masehi  bertepatan dengan tanggal  15 Rabiul  Akhir  1442 Hijriyah, oleh kami

Shoim,  S.H.I sebagai  Ketua  Majelis,  Surya  Hidayat,  S.H.I  dan  Achmad

Fachrudin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari  itu juga

Putusan  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  oleh  Ketua  Majelis

tersebut  dengan  didampingi  Hakim  Anggota  dibantu  oleh  Mardiyana,  S.HI

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis

Surya Hidayat, S.H.I Shoim, S.H.I

Achmad Fachrudin, S.H.I

Panitera Pengganti

Mardiyana, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran  : Rp.    30.000

2. Biaya Proses  : Rp.    50.000

3. Biaya Panggilan        : Rp.   1.400.000,00

4. Biaya PNBP Panggilan : Rp     20.000

4. Biaya Redaksi  : Rp.    10.000

5. Materai                               : Rp.     6.000,  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

  Jumlah                  Rp.   1.516.000,00

   (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah )
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